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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi 

penyandang disabilitas tuna rungu maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang  normal 

pada umumnya karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta 

kewajiban yang sama dengan orang normal pada umumnya sehingga tidak 

adanya perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang normal pada 

umumnya. Penyandang disabilitas tuna rungu hanya memiliki kekurangan 

dari segi fisik tapi bukan berarti tidak bisa memberikan keterangan 

mengenai apa yang ia alami, ketahui ataupun yang ia lihat. Untuk mengukur 

keterangan saksi penyandang disabilitas tersebut falid atau tidak falid maka 

hakimlah yang menentukan mengenai apakah keterangan saksi penyandang 

disabilitas tuna rungu dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan

keputusan.

2. Kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan 

aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. 

Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh 
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penyandang disabilitass tuna rungu sebagai korban maupun sebagai saksi. 

Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam 

menangani penyandang disabilitas tuna rungu serta belum ada aturan yang 

jelas mengenai penterjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh 

penyandang disabilitas tuna rungu menimbulkan kesulitan untuk 

menemukan alat bukti. Jika alat bukti kurang atau hanya satu maka kasus 

yang dialami korban tidak dapat diproses dalam proses peradilan pidana 

dikarenakan untuk meneruskan proses peradilan pidana dan menjatuhkan 

putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berkaitan kekuatan alat bukti keterangan saksi 

penyandang disabilitas tuna rungu adalah:

1. Pemerintah membuat aturan mengenai standar operasional bagi aparat 

penegak hukum dalam menghadapi penyandang disabilitas tuna rungu yang 

menjadi korban atau saksi dengan mengutamakan keadilan bagi difabel 

sesuai dengan kekhususan yang dimilikinya. Dengan adanya regulasi yang 

jelas maka proses peradilan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas 

dapat berjalan dengan lancar dan adil. 

2. Dilakukan pelatihan dalam menghadapi penyandang disabilitas tuna rungu 

dan pelatihan bahasa isyarat terhadap aparat penegak hukum sehingga dapat 

memperlancar komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu yang 

berhadapan dengan hukum sebagai korban atau saksi dengan aparat penegak 
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hukum dan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahpengertian apa yang 

diutarakan oleh penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak 

hukum. Dengan adanya pelatihan bahasa isyarat maka aparat penegak 

hukum mudah menentukan keterangan penyandang disabilitas tuna rungu 

sebagai korban atau saksi dapat dijadikan alat bukti atau tidak.
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